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 Abstrak: Pengabdian ini berfokus pada upaya 

peningkatan legalitas usaha angkutan di Provinsi Bali 

melalui sinergi antara verifikasi lapangan dan penggunaan 

Google Form. Tujuannya adalah menciptakan sistem 

pendataan yang lebih akurat, efisien, dan transparan untuk 

mendukung kepastian hukum dalam sektor transportasi. 

Metode yang digunakan meliputi pengamatan langsung 

proses verifikasi kendaraan dan pengumpulan data sopir 

angkutan melalui formulir digital. Hasil kegiatan 

menunjukkan bahwa sinergi kedua pendekatan mampu 

memperkuat pembuktian administratif dan faktual. 

Namun, tantangan seperti keterbatasan geografis dan 

rendahnya literasi digital pelaku usaha masih menjadi 

hambatan dalam optimalisasi proses. Oleh karena itu, 

diperlukan strategi pendampingan dan edukasi untuk 

mendorong efektivitas pengawasan dan peningkatan 

legalitas usaha angkutan yang berdampak langsung pada 

pelayanan publik dan perlindungan hukum masyarakat.  

 

Abstract: This service project focuses on efforts to improve the 

legality of transportation businesses in Bali Province through 

synergy between field verification and the use of Google Forms. 

The goal is to create a more accurate, efficient, and transparent 

data collection system to support legal certainty in the 

transportation sector. The methods used include direct 

observation of the vehicle verification process and the collection 

of transportation driver data through digital forms. The results 

of the activity indicate that the synergy between the two 

approaches can strengthen administrative and factual evidence. 

However, challenges such as geographical limitations and low 

digital literacy among business operators remain obstacles to 

Kata Kunci: Verifikasi 

Lapangan, Google Form, 

Legalitas. 
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optimizing the process. Therefore, mentoring and educational 

strategies are needed to enhance the effectiveness of oversight and 

improve the legality of transportation businesses, which directly 

impact public services and legal protection for the community. 

 

Pendahuluan 

Transportasi merupakan bagian penting dalam mendukung mobilitas 

masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pelayanan publik, terutama di daerah yang 

memiliki tingkat aktivitas tinggi seperti Provinsi Bali. Angkutan umum memiliki 

peran yang penting dalam mendukung pembangunan serta membantu kelancaran 

kegiatan pariwisata (Made Bayu Anggara et al., 2025). Sebagai daerah tujuan wisata 

internasional, Bali memiliki kebutuhan tinggi akan layanan angkutan yang tertib, 

aman, dan legal. Oleh karena itu, legalitas usaha angkutan menjadi aspek yang harus 

dijaga guna mendukung keselamatan, kepastian hukum, dan profesionalisme dalam 

pelayanan transportasi. Regulasi ini memastikan bahwa hak-hak konsumen, 

termasuk hak atas keamanan dan kenyamanan, dapat terlindungi (Akhman Sari et al., 

2024). Dalam proses pembuatan produk-produk tersebut berbagai aturan, regulasi, 

dan standar dijadikan pedoman untuk memastikan hasilnya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku (Putra et al., 2025).  

Untuk memastikan legalitas tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Bali 

menjalankan berbagai kegiatan pengawasan dan pendataan. Salah satu metode yang 

digunakan adalah verifikasi lapangan, yaitu kegiatan pengecekan langsung terhadap 

kendaraan yang digunakan dalam usaha angkutan. Verifikasi ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi telah memenuhi ketentuan 

administratif dan teknis yang berlaku, seperti kepemilikan kendaraan, masa berlaku 

dokumen, serta kesesuaian penggunaan. Dalam proses verifikasi suatu kegiatan 

verifikasi industri, peran verifikator sangat penting untuk mendapatkan hasil 

verifikasi yang baik dan benar (Nugraha et al., 2023). 

Perlindungan masyarakat dalam pelayanan angkutan sewa khusus diberikan 

terhadap penumpang dan pengemudi (Rachmatullah, 2022). Di sisi lain, Dinas 

Perhubungan juga mulai memanfaatkan Google Form sebagai alat bantu digital untuk 

mengumpulkan data sopir angkutan sewa khusus (yang selanjutnya disingkat ASK). 

Penggunaan formulir daring ini memberikan kemudahan dalam menjaring informasi 

awal seperti nama sopir, plat kendaraan, nama koperasi atau perusahaan tempat 

bergabung, serta keterkaitan dengan aplikator tertentu, menghindarkan terjadinya 

perbedaan yang sangat signifikan saat pengemudi dan pengguna memilih untuk 
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menggunakan layanan yang diinginkan (Mufnizar & Susilo, 2022). Dalam konteks ini, 

kemajuan teknologi informasi mendorong terjadinya perubahan pola kegiatan 

masyarakat, termasuk dalam bidang jasa transportasi (Santoso et al., 2020). Pemetaan 

sangat berguna untuk menghasilkan data yang valid tentang kondisi riil (Fitriani et 

al., 2022). Data tersebut menjadi bagian penting dalam proses penertiban dan 

pembinaan usaha angkutan, khususnya di sektor ASK yang berkembang pesat dan 

dinamis. 

Berdasarkan observasi selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 

Dinas Perhubungan Provinsi Bali, penulis melihat adanya potensi sinergi antara 

verifikasi lapangan dan penggunaan Google Form dalam menunjang legalitas usaha 

angkutan. Evaluasi, akreditasi dan sertifikasi, sehingga sesuai dengan tuntutan 

perubahan kehidupan lokal, nasional dan global (Kardianto Indra Purnomo, 2021), 

untuk memastikan bahwa usaha angkutan dapat beradaptasi dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Fenomena penggunaan kendaraan bermotor roda tiga 

sebagai moda pengangkut penumpang dan barang masih belum sesuai dengan 

hukum yang berlaku (Kusuma et al., 2023). Verifikasi lapangan memberikan 

kepastian terhadap kondisi fisik dan kelengkapan kendaraan, sementara Google Form 

menjadi sarana efektif dalam menjaring data sopir secara administratif. Keduanya 

dapat saling melengkapi untuk menghasilkan data yang lebih akurat dan 

mempercepat proses legalisasi. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis 

bermaksud untuk mengangkat judul “Sinergi Verifikasi Lapangan dan Google Form 

dalam Menunjang Legalitas Usaha Angkutan”. 

 

Metode 

Metode pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini menggunakan 

pendekatan Experiential Learning dengan metode Participant Observation. Melalui 

pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya mengamati, tetapi juga terlibat langsung 

dalam proses verifikasi legalitas usaha angkutan di bawah koordinasi Dinas 

Perhubungan Provinsi Bali. Keterlibatan tersebut meliputi pengamatan sekaligus 

partisipasi dalam pengecekan fisik kendaraan dan kelengkapan dokumen usaha 

angkutan, baik di lapangan maupun di kantor Dishub. Selain itu, mahasiswa juga 

mengembangkan keterampilan digital melalui pembuatan dan pengelolaan Google 

Form sebagai alat bantu administrasi untuk mengumpulkan data sopir dan 

kendaraan angkutan sewa khusus (ASK). Pendekatan ini sesuai dengan konsep 
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Experiential Learning yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung 

(Kolb, 1984), serta metode Participant Observation yang memungkinkan mahasiswa 

memahami proses kerja secara mendalam melalui partisipasi aktif (Spradley, 1980). 

Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu memberikan pengalaman praktis, 

meningkatkan kompetensi teknis, serta memperkuat pemahaman mahasiswa 

terhadap proses administrasi dan verifikasi legalitas usaha angkutan. 

Ruang lingkup pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini difokuskan pada 

kegiatan yang berkaitan dengan proses verifikasi legalitas usaha angkutan di bawah 

koordinasi Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kegiatan ini meliputi: 

1. Pengamatan dan keterlibatan langsung dalam proses verifikasi lapangan, yaitu 

kegiatan pengecekan fisik kendaraan dan kelengkapan dokumen usaha 

angkutan, baik di lapangan maupun di kantor Dishub. 

2. Pembuatan dan pengelolaan Google Form sebagai alat bantu digital untuk 

mengumpulkan data sopir dan kendaraan, khususnya untuk angkutan sewa 

khusus (ASK), dalam rangka menunjang proses administrasi dan validasi 

legalitas. 

 

Gambar 1.  Flowchart Proses Perencanaan dan Strategi Verifikasi Usaha Angkutan 
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Hasil dan Pembahasan 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan serta penjaminan 

legalitas usaha angkutan di Provinsi Bali, Dinas Perhubungan menerapkan dua 

metode utama, yakni verifikasi lapangan dan pengumpulan data melalui Google Form. 

Sinergi kedua metode ini ditujukan untuk menciptakan proses pendataan yang lebih 

akurat, efisien, dan transparan. Namun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan, 

masih terdapat sejumlah permasalahan yang menghambat tercapainya tujuan 

tersebut. Dalam kerangka hukum perdata, upaya ini merupakan bentuk konkret dari 

pelaksanaan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kegiatan 

usaha, di mana instrumen administratif dan faktual berperan sebagai alat pembuktian 

legalitas. Meskipun pasar bebas berkembang, seringkali terjadi transaksi yang 

menimbulkan ketidakpuasan konsumen atas produk yang tidak memenuhi standar 

keamanan dan kualitas yang diinginkan (Siregar, 2024). 

Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di 

Dinas Perhubungan Provinsi Bali, ditemukan beberapa fenomena yang menjadi 

tantangan dalam proses verifikasi legalitas usaha angkutan, khususnya dalam 

pelaksanaan verifikasi lapangan dan penggunaan Google Form sebagai sarana 

pelengkapan data administrasi. Pertama, dalam pelaksanaan verifikasi lapangan, 

terdapat kendala yang cukup signifikan terkait jarak lokasi usaha angkutan yang 

tersebar di berbagai wilayah kabupaten/kota, bahkan beberapa berada di wilayah 

terpencil. Hal ini menyebabkan keterbatasan waktu dan sumber daya dalam 

memastikan kesesuaian antara data yang diinput dengan kondisi nyata di lapangan. 

Oleh karena itu, strategi peningkatan kinerja perusahaan yang efektif harus 

mencakup investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan, serta upaya 

untuk meningkatkan daya tarik perusahaan sebagai tempat kerja yang menarik bagi 

tenaga kerja yang berkualitas (Andini & Azzahra, 2023). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Google Form Pendataan Angkutan Sewa Khusus (ASK) 
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Gambar 3. Kegiatan Pembuatan Google Form 

Kedua, dalam penggunaan Google Form sebagai alat bantu pengumpulan data, 

ditemukan bahwa masih banyak pemilik atau pengelola usaha angkutan yang tidak 

mengisi data secara lengkap dan akurat. Sebagian dari mereka mengaku belum 

memahami dengan baik mekanisme pengisian formulir digital, bahkan ada yang 

mengisi secara asal atau tidak mengunggah dokumen pendukung yang diminta, 

seperti surat izin trayek, bukti kepemilikan kendaraan, atau dokumen usaha lainnya. 

Fenomena ini mengindikasikan bahwa sinergi antara verifikasi lapangan dan Google 

Form belum berjalan secara optimal dalam menunjang legalitas usaha angkutan. 

Dalam perspektif hukum perdata, legalitas usaha angkutan berkaitan erat 

dengan pemenuhan aspek keperdataan berupa kepemilikan yang sah, keabsahan 

perizinan, dan kesepakatan hukum antara para pihak dalam menjalankan kegiatan 

usaha. Penerapan asas itikad baik dalam hukum kontrak memainkan peran sentral 

dalam membangun hubungan kontraktual yang adil, seimbang, dan setara (Farhan & 

Kafi, 2023). Legalitas ini penting untuk memastikan bahwa usaha angkutan yang 

dijalankan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum 

dalam perlindungan hak dan kewajiban pelaku usaha maupun pengguna jasa. Sinergi 

antara verifikasi lapangan dan Google Form dapat dipandang sebagai bagian dari 

mekanisme pembuktian dan administrasi hukum, yang dalam hukum perdata 

dikenal melalui teori alat bukti tertulis dan pemeriksaan fisik (pembuktian empiris). 

Verifikasi lapangan menjadi sarana pembuktian fisik atas keabsahan keberadaan 

usaha dan kondisi kendaraan, sedangkan Google Form berfungsi sebagai alat 

dokumentasi administratif berbentuk tertulis (digital). 
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Gambar 4. Kegiatan Verifikasi Lapangan 

Namun, berdasarkan hasil temuan, sinergi ini belum efektif karena adanya 

ketimpangan pemahaman teknologi dan hambatan geografis. Prinsip kesetaraan, 

meskipun memiliki atribut khusus, juga harus mempertahankan penekanan yang 

teguh pada kenyataan yang nyata (Lannyati et al., 2025). Hal ini mencerminkan 

pentingnya prinsip itikad baik dalam hukum perdata (Pasal 1338 KUHPerdata), di 

mana pihak pemilik usaha diharapkan memberikan data yang benar dan jujur, serta 

prinsip kesetaraan dalam hubungan hukum, yaitu negara (melalui Dishub) tidak 

boleh berada dalam posisi dominan, tetapi harus memfasilitasi agar pelaku usaha 

memiliki akses informasi dan sarana pengisian yang setara. Jika dibandingkan 

dengan teori administrasi hukum keperdataan, sebagaimana diajarkan dalam hukum 

perdata formal, maka Google Form dapat dianalogikan sebagai bentuk akta di bawah 

tangan, yang membutuhkan konfirmasi lebih lanjut melalui pemeriksaan lapangan 

sebagai bentuk verifikasi faktual. Dengan demikian, kedua instrumen tersebut 

seharusnya saling melengkapi dalam mewujudkan keabsahan dan legalitas kegiatan 

usaha. 

Jika ditinjau dari prinsip kehati-hatian dalam hukum perdata, pengisian data 

yang tidak akurat dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian (negligence) yang 

berimplikasi hukum, khususnya ketika data tersebut digunakan sebagai dasar 

penerbitan izin atau akta hukum. Ketidaktelitian ini juga bertentangan dengan asas 

itikad baik yang wajib dijunjung dalam semua bentuk hubungan hukum, termasuk 
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dalam pemenuhan kewajiban administratif pelaku usaha. Ketidakakuratan dalam 

pengisian data dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian yang berimplikasi 

hukum, terutama ketika data tersebut digunakan sebagai dasar penerbitan akta atau 

izin. Hal ini bertentangan dengan asas itikad baik yang harus dijunjung dalam 

hubungan hukum, termasuk dalam pemenuhan kewajiban administratif oleh pelaku 

usaha (Pratama et al., 2022). 

Dalam praktik pengabdian sejenis di daerah lain, seperti yang dilakukan di 

Dinas Perhubungan Jawa Timur, ditemukan bahwa penggunaan formulir digital 

dapat efektif apabila diimbangi dengan pendampingan teknis dan sosialisasi intensif 

kepada pelaku usaha. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa hambatan yang 

muncul bukan hanya karena instrumen yang digunakan, melainkan juga karena 

kesenjangan literasi digital dan kurangnya pendekatan edukatif dari pemerintah 

daerah. 

Table 1. Sinergi Verifikasi Lapangan Dan Google Form Dalam Menunjang Legalitas 

Usaha Angkutan 

Aspek Verifikasi Lapangan Google Form 

Tujuan Memastikan kesesuaian data 

dengan kondisi fisik usaha 

angkutan 

Mengumpulkan data 

administrasi secara digital 

Kelebihan Data faktual dan aktual; dapat 

mendeteksi keberadaan fisik 

kendaraan/usaha 

Cepat, murah, dan efisien 

dalam menjangkau banyak 

pelaku usaha secara daring 

Kekurangan Lokasi terpencil menyulitkan 

pelaksanaan; butuh waktu 

dan biaya 

Tidak semua pengisian data 

dilakukan dengan benar; ada 

kesalahan pengisian 

Permasalahan 

yang Ditemukan 

➢ Waktu dan sumber daya 

terbatas 

➢ Tidak semua lokasi bisa 

segera diverifikasi 

➢ Beberapa data diisi secara 

tidak tepat 

➢ Kurangnya pemahaman cara 

mengisi 

Implikasi 

terhadap 

Legalitas 

Legalitas tidak bisa dipastikan 

jika verifikasi fisik tertunda 

Legalitas administrasi 

diragukan jika data salah atau 

tidak lengkap 
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Kesimpulan 

Sinergi antara verifikasi lapangan dan Google Form yang diterapkan oleh Dinas 

Perhubungan Provinsi Bali bertujuan untuk memperkuat legalitas usaha angkutan 

melalui pembuktian administratif dan faktual. Namun, pelaksanaannya belum 

optimal akibat kendala geografis dan rendahnya literasi digital pelaku usaha. Hal ini 

berdampak pada akurasi data dan berpotensi menimbulkan implikasi hukum, 

terutama terkait asas itikad baik dan prinsip kehati-hatian dalam hukum perdata. 

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, pendampingan teknis, serta 

kebijakan yang lebih inklusif agar sinergi kedua metode tersebut dapat berjalan 

efektif. 
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